
 
 
 
 
 

BUPATI NIAS UTARA 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

 
PERATURAN BUPATI NIAS UTARA 

NOMOR 34 TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN  
NIAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2023 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI NIAS UTARA, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 
mengamanatkan bahwa Standar Harga Satuan ditetapkan 
dengan Peraturan Kepala Daerah; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Utara tentang 
Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Nias Utara Tahun 
Anggaran 2023. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 



7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor  4,  
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaiman 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017  
Nomor  73,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahunn 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 57); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 28/Prt/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan 
Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang 
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494); 



20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Nias Utara; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022; 

22. Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 22 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias 
Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

23. Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Nias Utara. 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI NIAS UTARA TENTANG STANDAR HARGA 

SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 
ANGGARAN 2023. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara. 
2. Bupati adalah Bupati Nias Utara. 
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD 

adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Nias Utara. 

4. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah, 
yang selanjutnya disingkat RKA OPD adalah dokumen yang 
memuat rencana pendapatan dan belanja OPD atau dokumen 
yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan 
SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang 
digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. 

5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat 
Kepala OPD adalah Kepala Organiasai Perangkat Daerah 
Kabupaten Nias Utara. 

6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 
pejabat pemegang kewenangan menggunakan anggaran dalam 
rangka melaksanakan tugas dan fungsinya pada OPD yang 
dipimpinnya. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias 
Utara yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

8. Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Nias Utara Tahun 
Anggaran 2023 yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga 
satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah. 
 
 
 
 



BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN  

 
Pasal 2 

 
(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SHS Pemerintah 

Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2023. 
(2) SHS sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk 

menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan 
rancangan Perda tentang APBD. 

(3) Dalam perencanaan anggaran, SHS sebagaimana dimaksud ayat 
(1) berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarannya tidak 
dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-OPD. 

(4) Dalam pelaksanaan anggaran, SHS sebagaimana dimaksud ayat 
(1) berfungsi sebagai : 
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam 

pelaksanaan anggaran kegiatan; dan 
b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang 

dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena 
adanya kenaikan harga pasar. 

(5) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, didasarkan 
atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas Satuan Biaya 
Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP), 
Satuan Biaya Kapal Laut. 

 
BAB III 

STANDAR HARGA SATUAN 
 

Pasal 3 
 

(1) SHS sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdiri dari : 
a. Standar Satuan Harga (SSH); dan 
b. Standar Biaya Umum (SBU). 

(2) SHS sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi :  
a. SHS Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah; 
b. SHS Bahan Konstruksi; 
c. SHS Bahan Non Konstruksi Bidang Pertanian, Pertenakan 

dan Perkebunan; 
d. SHS Bahan Non Konstruksi Bidang Perikanan; 
e. SHS Bahan Non Konstruksi Bidang Kesehatan. 

(3) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 4 

 
(1) SHS sebagaimana dimaksud Pasal 2 telah termasuk pajak-pajak 

yang berlaku kecuali bahan material konstruksi dan bahan 
bangunan.  

(2) SHS bukan merupakan acuan mutlak dalam hal penyusunan 
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah dan dalam hal Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 

(3) Untuk lingkup penganggaran dan belanja anggaran kegiatan 
lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Utara, setiap penggunaan 
atas komponen jenis belanja dalam Peraturan Bupati ini 
sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala OPD sebagai PA 
atau Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa. 



BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 5 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Nias Utara. 

 
Ditetapkan di Lotu 
pada tanggal 15 Juli 2022 

 
 BUPATI NIAS UTARA, 
 
      
       ttd. 
 
 

 AMIZARO WARUWU 
 
Diundangkan di Lotu 
pada tanggal 15 Juli 2022 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA, 
 
           

ttd. 
 
 
BAZATULO ZEBUA  
 
BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 186.  
 

 
 


